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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 87 TAHUN 2016 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK 

DAERAH YANG BERASAL DARI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  tertib administrasi  dan guna 

penyeragaman pelaksanaan penghapusan barang 

milik daerah yang berasal dari penjualan barang 

milik daerah, maka perlu menyusun standar 

operasional prosedur tentang  penghapusan barang 

milik daerah yang berasal dari penjualan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional 

Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Yang 

Berasal Dari Penjualan Barang Milik Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5333);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2011 tentang Standar Operasional Prosedur  di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN 

BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI 

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut azas otonomi dan tugas  pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi pelaksanaan 

unsur pemerintah yang menjadi kewajiban daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang 

selanjutnya disebut Pengelola Barang Milik Daerah. 

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah 

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten.  

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat 

pengelola keuangan daerah 

10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah 

Kepala Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan 

Barang Milik Daerah. 

11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. 

12. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas 

untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di 

setiap perangkat daerah /unit kerja. 

13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang 

milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang 

14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna  adalah Pengurus Barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

17. Pengurus Barang Pembantu adalah Pengurus barang yang membantu 

dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang 

milik daerah pada  Kuasa Pengguna Barang 

18. Barang Milik Daerah adalah semua barang  yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan 

lainnya yang sah. 

19. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
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penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  

20. Penghapusan adalah tindakan menghapusan Barang Milik Daerah 

dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 

berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang  dari tanggung jawab administrasi 

dan fisik atau barang yang berada dalam penguasaannya. 

21. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah 

kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

22. Penilaian adalah adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu 

opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah 

pada saat tertentu. 

23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat 

Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penghapusan 

barang milik daerah yang berasal dari penjualan. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : 

a. tertib administrasi penghapusan barang milik daerah yang berasal 

dari penjualan; 

b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penghapusan 

barang milik daerah yang berasal dari penjualan. 

 

Pasal 3 

Barang milik daerah dapat dilakukan penghapusan dari Daftar Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. rusak; 

b. tidak dapat dipergunakan lagi; 

c. hilang; 

d. mati; 

e. tidak sesuai dengan perkembangan teknologi; 

f. membahayakan keselamatan dan keamanan lingkungan; 

g. terkena rencana tata ruang kota; 

h. tidak efisien; 

i. beralihnya barang antar pengguna. 

 

Pasal 4 

(1) Proses pelaksanaan kegiatan, persyaratan, kelengkapan dan waktu 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penghapusan barang 

milik daerah yang berasal dari penjualan tercantum dalam Format 

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Penjualan. 
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(2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya alam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 29 Desember 2016 

Plt. GUBERNUR BANTEN, 

 

ttd 

 

NATA IRAWAN 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 29 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

 

ttd 

 

RANTA SOEHARTA 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 
ttd 

 

 
AGUS MINTONO, S.H., M.Si. 

Pembina Tk. I 
NIP. 19680805 199803 1 010 

 


